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PENETAPAN 

Nomor 0359/Pdt.G/2018/PA Klk 

 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan  Agama   Kolaka  yang  memeriksa   dan  mengadili  

perkara tertentu  pada tingkat  pertama telah  menjatuhkan penetapan dalam  

perkara Cerai Gugat antara: 

PENGGUGAT ,  umur  35 tahun,  agama  Islam,  pekerjaan tidak  ada, tempat 

tinggal di Jalan Pemuda No. 11, Kelurahan Sabilambo, 

Kecamatan Kolaka,  Kabupaten Kolaka, sebagai 

Penggugat;  

melawan 

TERGUGAT ,  umur 45 tahun, agama  Islam,  pekerjaan PNS, tempat tinggal 

di Jalan Pemuda No. 11, Kelurahan Sabilambo, 

Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, sebagai 

Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;  

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2018 

yang telah   terdaftar    di    Kepaniteraan   Pengadilan   Agama Kolaka Nomor 

0359/Pdt.G/2018/PA Klk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa  pada  tanggal  27  Desember 2010,  Penggugat  dengan  Tergugat 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe 

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 20/02/111/2012, 

tertanggal 02 Maret 2012; 

2. Bahwa pada waktu  akad  nikah,  Penggugat berstatus Janda  sedangkan 

Tergugat berstatus Duda; 
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3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai 

suami-istri  dengan  bertempat tinggal  di  rumah orang  tua  Penggugat di 

Kelurahan  Uepai,  Kabupaten Konawe,lalu  pindah tinggal,  di  rumah  kost 

yang berada di Kelurahan Sabilambo selama 3 tahun, lalu pindah tempat 

tinggal di rumah perolehan bersama di Jalan Pemuda No.11,  Kelurahan 

Sabilanbo, Kabupaten Kolaka; 

4. Bahwa   Penggugat  dan   Tergugat   telah   melakukan   hubungan   badan 

layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai  anak; 

5. Bahwa  keadaan  rumah  tangga   Penggugat  dengan  Tergugat  semula 

berjalan  rukun dan  baik,  namun  sejak  pertengahan tahun  2013  antara 

Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang 

mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhimya menjadi 

tidak harmonis lagi; 

6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh 

a. Tergugat Sering berkata kasar kepada Penggugat dan sering memukul 

Penggugat saat marah,bahkan sering berkata minta cerai kepada 

Penggugat; 

b. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk 

disembuhkan; 

c. Tergugat tidak  memberikan  perhatian yang wajar  kepada  Penggugat 

sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa 

keperluan  yang jelas,  sehingga  sering  membuat  Penggugat  merasa 

kesepian; 

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat 

terjadi  pada  awal  bulan Juni  2018,saat  mana Tergugat  dan  Penggugat 

memutuskan  untuk  mengkhiri  pernikahan  mereka,  hingga  memutuskan 

untuk   berpisah ranjangdan   sampai sekarang tanpa sating  menjalankan 

kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri; 

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat 

sudah tidak memiliki harapan  akan dapat hidup  rukun kembali bersama 

Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan 
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datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

Berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Penggugat  mohon  agar 

Ketua  Pengadilan Agama  Kolaka c/q.  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan 

mengadili   perkara   ini   untuk   memanggil   Penggugat  dan   Tergugat,   dan 

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: 

Primer: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat; 

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;  

Subsider: 

Mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat 

telah  hadir  menghadap sendiri  di  persidangan sedang Tergugat tidak  hadir 

karena  panggilan  yang  disampaikan  Jurusita  Pengganti  Pengadilan Agama 

Kolaka tidak resmi, karena pemerintah setempat menyatakan kalau Tergugat 

bukan warganya. 

Bahwa setelah Penggugat diberikan nasihat oleh Majelis Hakim tentang 

kejelasan alamat Tergugat dan pentingnya gugatan Penggugat harus 

tersampaikan kepada Tergugat,  sehingga untuk itu Tergugat menyatakan akan 

mencari alamat Tergugat yang pasti terlebih dahulu; 

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan 

alasan Tergugat akan memastikan kembali di mana alamat Tergugat bertempat 

tinggal; 

Bahwa untuk mempersingkat  uraian putusan ini cukuplah dirujuk 

kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya  dianggap termuat 

dan menjadi bagian dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN  HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana yang telah diuraikan di atas; 
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati 

Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan 

tetapi upaya tersebut tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa karena alamat Tergugat tidak jelas sebagaimana 

keterangan   dalam   relaas   panggilan   bertanggal   10  Juli   2018,   

kemudian Penggugat  menyatakan  mencabut perkaranya  yang telah  

terdaftar  di kepaniteraan  Pengadilan Agama  Kolaka   dengan  Nomor 

0359/Pdt.G/2018/PA Klk dengan alasan untuk mencari tahu alamat pasti 

Tergugat terlebih dahulu; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka 

pencabutan  perkara  oleh  Penggugat  tersebut  telah  sesuai  dengan  

ketentuan Pasal 271  Rv, sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan, dan 

Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dengan 

dicabut; 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, 

maka berdasarkan  Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 7 Tahun  1989 

tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan  yang 

berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENETAPKAN 

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya; 

2. Menyatakan perkara Nomor 0359/Pdt.G/2018/PA Klk dicabut; 

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 211.000,00 

(dua ratus sebelas ribu rupiah); 

Demikian penetapan  ini dijatuhkan  dalam rapat permusyawaratan  

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka  pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 

M. bertepatan  dengan  tanggal  5  Zulkaidah   1439  H,   oleh  kami  llman  

Hasjim, S.Hl.,M.H  sebagai  Hakim  Ketua Majelis serta Sudarmin  H.I.M. 

Tang, S.HI dan Abu  Rahman  Baba,  S.HI  sebagai  Hakim  Anggota,  dan  

pada  hari  itu  juga diucapkan   dalam   sidang  terbuka   untuk  umum  oleh  

Hakim   Ketua  Majelis tersebut,  dengan  dihadiri  oleh  hakim  Anggota  
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tersebut  di  alas  dan  Abdul Rahman,  S.  Ag  sebagai  Panitera  serta  

dihadiri  Penggugat  tanpa  hadirnya Tergugat. 

Hakim Anggota  

 

T t d 

 

Sudarmin  H.I.M. Tang,  S,HI 

 Ketua Majelis 

 

T t d 

 

Ilman Hasjim, S.HI, M.H 

   

Hakim Anggota 

 

T t d 

 

Abu Rahman Baba, S.HI 

  

  Panitera  

 

T t d 

 

Abdul Rahman, S.Ag 

Rincian Biaya Perkara: 

1.  Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00 

2.  Biaya Proses : Rp   50.000,00 

3.  Biaya Panggilan : Rp 120.000,00 

4.  Biaya Redaksi : Rp 5.000,00 

5.  Biaya Meterai : Rp   6.000,00 

 Jumlah   : Rp 211.000,00 
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